BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

"TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwadengan meningkatnya jumlah pengguna layanan air
minum dan
untukmendukungpengembangansystempenyediaanairminum
Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan”Kabupaten
Kendal,maka perlu didukung dengan organisasi dan tata
kerja perusahaan yang sesuai dan mempunyai daya dukung
terhadap perkembangan usaha serta mampu meningkatkan
kinerja perusahaan;

bahwa untuk memberikan daya dukung organisasi dan tata
kerja Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto
Panguripan”’Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum ”"TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
"TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang PerubahanKedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum ”TirtoPanguripan” Kabupaten
Kendal,

Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat



10.

11.

II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang  Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4371);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 darihal Pembentukan Daerah-
daerahKabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11
Seri B No.1l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008
tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 11 Tahun 2007 tentangPokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentangUrusanPemerintahanWajibdanUrusanPemerintahanPi
lihan yang menjadiKewenanganPemerintahan  Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, TambahanLembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Air Minum ”"TirtoPanguripan”
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No.6, TambahanLembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 13 Tahun 2011

tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
"TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 13 Seri E No.§,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
tentangPenyertaan Modal PemerintahKabupaten Kendal
PadaPihakKetiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, TambahanLembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012
tentangPenyusunanPeraturan Daerah (Lembaran Daerah



Menetapkan :

Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN
2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ”TIRTO
PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Di antara ayat (1) dan ayat (2) PasallSPeraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum “TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E No.6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
36) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 13 Tahun 2011 tentangPerubahanAtasPeraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum ”TirtoPanguripan” Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor
13 Seri E No.8, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 77) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b)
sehinggaPasal 15 berbunyisebagaiberikut :

Pasal 15

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(l1a) Dalam hal terjadi perubahan susunan organisasi dan tata

kerja PDAM, 3 (tiga) orang Direksi yang terdiri atas Direktur
Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur
Teknik, maka Direktur yang sebelumnya menduduki jabatan
selama 2 (dua) periode dapat diangkat menjadi Direktur
Utama.

(1b) Pengangkatan 3 (tiga) orang Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1a) ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan
kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air layak konsumsi
kepada masyarakat setiap tahun.



(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi
tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati
dapat mengganti Direksi.

(4) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan
kinerja perusahaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasalll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
padatanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
padatanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014
NOMOR 6 SERI E NO.4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Untukmemberikanpelayanansecaramaksimal,dayadukungkapasitasorganisas
iPerusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan”Kabupaten
Kendalmerupakanhalmutlak yang harusdipenuhi.Olehkarenaitu, susunan
organisasi dan tata kerja perusahaan perluditatakembalidan
disempurnakan.Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatur jumlah
Direksi yang disesuaikan dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Untuk PDAM
dengan jumlah pelanggan diatas 30.001 sampai dengan 100.000 Direksi paling
banyak sejumlah3 (tiga) orang.Dengandemikian,
sesuaisuratSekretarisdJenderalKementerianDalamNegeriNomor: 180/945/SJd
tanggal 20 Februari 2014 perihalPendapatHukummakauntukmemenuhi
tuntutan peningkatan pelayananPerusahaan Daerah Air Minum “Tirto
Panguripan”’Kabupaten Kendalyang semuladipimpin oleh seorang
Direkturperludikembangkandandisempurnakandenganmenambah Direktur yang
ada sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum ’TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13
Tahun 2011 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ”"TirtoPanguripan”
Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga
perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
"TirtoPanguripan” Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal I
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal II
Cukupijelas.
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